PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 1999
. TENTANG

PEMERINTAIIAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa Jakarta sebigai Ibukota Negara Republik Indonesia

memiliki peranan yang penting dalam mendukung
penyelenggaraan = pemerintahan Negara  Republik
Indonesia, membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera,

dan mewujudkan citra bangsa Indonesia;

. bahwa dengan memperhatikan peranannya sebagai Ibukota

Negara Republik Indonesia perlu memberikan kedudukan
yang khusus dalam pcnyelenggaraan pemerintahan kepada
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik

Indonesia Jakarta;

. bahwa untuk melaksanakan pcranani dan kedudukan yang

khusus itu, perlu mengadakan pengaturan  tersendiri
mengenai pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Negara Republik Indonesia Jakarta;

. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan

Undang-undang Nomor 22 _'T'ahun 1999  tentang
Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan

—~—

pengaturag, ...
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pengaturan mengenai pemerintahan Propinsi Daerah
Khusus lbukota Negara Republik Indonesia Jakarta dalam
suatu Undang-undang untuk mengganti Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan
Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia .

Jakarta;

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945;

.Undang-undang' Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 - tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan persetujuan

' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA JAKARTA.

BAB I...
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 A
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud  dengan
Pemermtah Pemermtah Daerah, Pemerintahan Daerah,
Dekonsentra31 Desemrahsa51, Tugas Pembantuan,
Otonomi  Daerah, Daerah Otonom, dan Wilayah
Administrasi adalah sama dengan yang termuat dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.. :
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia
merupakan . Daerah Khusus, yang- selanjutnya disebut
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Gubernur adalah Kepala Daerah Propmm Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Kotamadya/Kabupaten Admmxstrasn adalah wilayah kerja
perangkat Propmsx yang terdm atas wxlayah Kecamatan
dan Kelurahan,
Dcwan Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah mitra
kerja Peﬁie'r-intah Kotamadya/Kabupaten Administrasi

" dalam memmuSka:iff"kébij:ikérﬂkebijakan operasional

. pemerintahan, yang * selanjutnya  disebut Dewan

©)

- Kota/Kabupaten.

Dewan Kelurahan adalah’. mitra kerja Pemerintah

‘Kelurahan dalam ‘penyelenggaraan pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat,

Pasal-2 ...
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Phsal 2

(l)Pemerintah'an Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
diatur dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali hal-
hal yang diatur tersendiri dalam Undang-undang ini.

(2) Aspek-aspek pemerintahaﬁ Propinst Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang diatur dalam Undang-undang ini
meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan
pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan,

pembiayaan, dan kerja sama antar-Daerah.

" BAB II -
KEDUDUKAN

Pasal 3 |
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pusat

pemerintahan negara,

o Pasal 4

(1) Otonomi Propinsi ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta
diletakkan pada lingkup Propinsi.

(2) Otonomi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan - berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pasal 5 -

(1) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki batas-
batas :

a. sebelah ...

|



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

a. sebelah utara dengan Laut Jawa;

b. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota
Bekasi; 7

cC. se_pt_elah selatan dengan Kota Depok; dan

d. sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang. |

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada . ayat (1),
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Undang-undang ini.

BAB III
PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6
(1) Wilayah Propinsi Daerah Khusus 'Ib‘ukota Jakarta dibagi
dalam Kotamadya dan Kabupaten Administrasi.
(2) Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dibagi
dalam Kecamatan. ' - )

(3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan.

Pasal 7
Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas
- wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Pasal 8 ]
(1) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan

Kotamadya ...
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Kotamadya serta Kabupaten Administrasi ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pembentukan, perubahan nama, batas, dan penghapusan
Kecamatan dltetapkan dengan Peraturan DaerahL,a

(3) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapllsan

Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. YV

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Pasal 9

(1) Kewenangan Pemerirtahan Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam biclang
politik luar negeri, pertzhanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama serta bidang lain sebagatmana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai wilayah administrasi mencakup
kewenangan dalam  bidang pemerintahan  yang
dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

(3) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta mencakup kewenangan dalam menetapkan
seluruh kebijakan"-'pemerintah:an Daerah, melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Pemerintah ...
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Pemerintah  Propinsi Daerah Klusus Ihukota Jakarta
melimpahkan kewenangan yang luas kepada Kotamadya
dan Kzbupaten Administrasi dalam rangka peningkatan

i

pelayaran kepada masyarakat.

Pasal 10 _
Kewenangan Pemerintah Kotarcadya dan Kabupaten
Administrasi mencakup kewenangan dalam menetapkan
kebijakan operasional dar pclaksana'an pelayanan
masyarakat yang terdiri al_és ; -
a. penyusunan dan penctapan kebijakan pelaksanaan
pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi,

Kecamatan, dan Keluraharn;

b. percncanaan dan pelaksanaan program penyelenggara-
an jasa perkotaan, sarana, dan prasarana Kotamadya/
Kabupaten Adn\inistrqsi;

¢, percncanaan program pelayanan masyarakal; -

d. pevyelenggaraan kegiatan pelayanan mas'yarakat_yang
tidak didelegasikan kcpadu Pernerintah Kecamatan dan
Kelurahan; .

c. pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan masya-
rakat;

f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uniuk ter-
sclznggaranya ketentefaman dan kelertiban,

. g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

dan Kelurahan;

. perencanaan ...
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. perencanaat. dan pelaksanaan program pcmberdayaan
masyarakat:

i, pemelinaraan kelestarian lingkungan dan 'onservasi
sumber daya alam;

j- pengelolaan sumber dayd kelautan  sesuai rdengan
fewenangannya, '

k. perenzanain, pelaksanaan, dan pengembangan wisata
laut; Jan

1. kewenangan lain yang dilimpahkan kemudian.

(2) pemerintah KotamadyalKabupateu Administrasi melim-

pahkan Kewznangan yang luas kepada Kecamatan dalam

rangka peningkatan pelayanai kepada masyarakat.

Pasal 11

(1) Kewenangan Pemerintail Kecamatan mencakup

pelaksanaan pc\Az\yanan masyarakat yang terdici atas :

2. pcnyclenggj‘\rzmﬁ kegialan pelayanan masyarakal yang
menjadi kewenangannya,

Iy, pemcliharaan prasarana umum dan fasilitas pelayanan
masyarakat; |

c. prlaksanaan kegiatan untuk tersclenggaranya keten-
teraman dan kelertiban,

d. pelaksanaan program pembe rdayaan masyarakat; dan

¢. pembinaan pcmcrimahan Kelurahan.

(2) pemerintah Kecamalan melimpahkan kewenangan secard

juas kenada Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pe-

[ayanan kepada masyarakat.

Pasal 12

JUEY L]
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I_’aSal 12
Kev;en:mgan Pemerintah Kelurahan mencakup pelaksanaan
pelayaran masyarakat yang terdiri atas :
a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang
menjadi kewenangannya;
b. penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan
masyarakat yang tumbuh atas irisiatif masyarakat;
c. pemeliharaan terciptanya kztenteraman dan ketertiban; dan
d. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat. -

Pasal 13
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerall sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- |

undangan,

| BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
- (1) Di Propinsi Daerah-Ktusus Ibukota Jakarta dibentuk
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan
Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Baden
Eksekutif Daerah. '

(2) Pemerintah ...
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Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
terdiri atas Gubernur dan perangkat Daerah.

Di Kotamadya dibentuk Pemerintah Kotamadya dan
Dewan Kota.

Di - Kabupaten Adrministrasi dibentuk Pemerintah
Kabupaten Adminitrasi dan Dewan Kabupaten.

Di Kecamatan dibentuk: Pemerintah Kecamatan.

Di Kelurahan dibentuk Pemerintah Kelurahan dan Dewan

Kelurahan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 15

Untuk melaksanakan fungsi lég,islatif Daerah, dibentuk
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dacrah
Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat thael‘ah Proginsi |
Dacrah Khusus lbukéta Jakarta memberikan persetujuan
terhadap calon Walikotamadya/Bupati yang diajukan oleh

Gubernur.

Bagian Ketiga
Gubernur dan Wakll Gubernur
Pasal 16
Semua ketentuan ‘peraturan  perundang-undangan yang
mengatur Kepala Daerab dan Wakil Kepala Daerah

berlaku ...
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berlaku pula bag: Gubernur dan Wakil Gubemur Propmsn
Daerah Khusus Ibukota J akarta.

(2) Nama-nama calon_ Gubernur dan calon Wakil Gubernur
yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Ferwakilan

Rakyal Daerah dikonsultasikan dengan Presiden.

Bagian Keempat
Perangkat Propinsi
Pasal 17
(1) Perangkat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri
~atas Sekretariat Propinsi; Dinas Propinsi, Kotamadya,
Kabupaten Administrasi, dan lembaga teknis lairnya,
(2) Segala ketentuan tentang perangkat Propinsi berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. -

Pasal 18
(1) Sekre:ariat Daerah Propinsi dipimpin oleh Sekref;ﬁs
Daerah. .
(2) Sekretaris Daerah Propinsi; diangkat oleh Gubernuf atas
persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
__ dari Fegawai Negeri Sipil yang memenuhi syaral.
-(‘3)'Sckrclaris Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada
Gubernur. |
(-21-)' Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah

. Sekretaris Wilayah Administrasi.

T  Pasal 19 ...
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Pasal 19 A

(1) Dinas Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah
Propinsi.

(2) Dinas Propinsi .dipimpin oleh Kepala Dinas diangkat oleh
Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat atas usul Sekretaris Daerah Propinsi.

(3)Kepala Dinas Propinsi bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Pasat 20 _

_ (1) Kotamadya/Kabupaten”  Administrasi ~ dipimpin  oleh
Walikotamadya/Bupati.

(2) Walikotamadya/Bupati diangkat oleh Gubernur dengén
persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

_ da;ri Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. |

(3) Walikotamadya/Bupati ~ bertanggung  jawab  kepada
Gubernur. '

(4) Walikotamadya/Bupati calam mciaksaﬁakan _tugasnya
dibantu oleh seorang Wakil Walikotamadya/Wakil- Bupati.

(5) Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati diangkat olch
Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat.

(6) Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati bertarggung jawab
kepada Walikotamadya/Bupati.

Pasal 21
Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dibentuk

. lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 22 ...

-
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Pasal 22
Perangkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi terdiri atas
Sekretariat. Kotamadya/Ka.bupal:en Administrasi, , suku
dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga: teknis

lainnya.

Sekretariat Kotamadyz/Kabupaten Administrasi dipimpin

oleh Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi diangkat
oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

syarat berdasarkan usul Welikotarnadya/Bupati.

Pasal 23
Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh

seorang Wakil Camat.

Camat dan Wakil Camat diangkat oleh Walikotamadya/

Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
Camat bertanggung jawab kepada Walikotamadya/Bupati.

Wakil Camat bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 24
Kclurahan dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh
seorang Wakil Lurah.
Lurah dan Wakil Lurah diangkat oleh Walikotamzdya/
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
Lurah bertanggung;' jawab kepada Camat.
Wakil Lurah bertanggung jawab kepada Lurah.

N “Pasal 25 ...
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Pasal 23 .

(1) Susunan organisasi serangkat Daerah  Propinsi,

Kotamadya, dan Kabupated Administrast ditetapkan

(2)

dengan Peraturan Daerah, scsuai dengan pedoman yeng

d’.teiépkan oleh Pemerintal.
Formasi dan persyaratan jabalan perangkat Daerah

Propinsi, Kotamadya, dan Kabupaten Administrasi

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan olzh Pemerintah.

Bagian Kelima

Dewan Kota/Kabupalen dan Dewan Kelurahan

()

(2]

(%)

Pasal 26

Untuk membantu W:xlikolamadya/Bupali dalam penye-

jenggaraan pcmcrinlahan Kotamadya/Kabupaten Admi-

nistrasi, dibeniuk Dewan Y ola/lKabupaten.

Dewan Ko(z\!Kabﬁpatcn adalah milra kerja Pemerintah

Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam meneatukan

kcbijakan-kcbijakan operasional Pemerintah ‘Kotamadya/

Kabupaten Administrasi.

Dewan  Kota/Kabt.paten mempunyai  Wgas untuk

menampung aspirasi masyarakat, memberi masukan

kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupalen Administrasi,

menjelaskan kebijakan pPemerintah kepada masyarakat,

dan ikut mengawasi penyelenggaraan pcmcrintahan

Kotamadya/Kabupzten Administrasi.

N (4) Dalam ...
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Dalam melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Dewan Kota/Kabupaten mempunyai hak untuk
mengajukan pertanyaan dan pernyataan pendapat.
Anggota Dewan Kota/Kabupaten dipilih oleh _f)ewén
Perwakilan Rakyat Daerah dari tokoh masyarakat yang
diusulkan oleh Dewan Kelurahan.

Jumlah Anggota Dewan Kota/Kabupaten sama dergan
jumiah Kecamatan yang ada di Kotamfadya/Kabup:aten

Administrasi.

Pasal 2—7

Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan
pemerintahan Kelurahan, dibentuk Dewan Kelurahan.
Anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh Ketua Rukun
Warga dari tokoh masyarakat Kelurahan yang jumlah
anggotanya sama- dengan jumlah Rukun Warga vang
terdapat di Kelurahan. -

Dewan Kelurahan mempunyai tugas un-tuk menampung
aspirasi warga Kelurahan, memberikan usul dan .saran
kepada Lurah tentarg penyelenggaraan pemerintahan
Kelurahan, menjelaskan kebijakan Pemerintah’ Kelurahan
kepada warga Kelurahan, membantu Lurah dalam
melaksanakan kegigtan pemberdayaan masyarakat, dan
mengajukan calor‘i' anggota Dewan Kota/Kabupaten

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui

Kecamatan masing-mesing.

Pasal 28 ...
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Pasal 28
Pengaturan lebih lanjut tentang; Dewan Kota/Kabupaten dan

Dewan Kelurahan diatur dengar, Peraturan Daerah. -

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29
(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur keuangan Daeraa berlaku pula bagi Propinsi
Daerah Khusus Ibukotz: Jakarta.
(2) Selain ketentuan ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan
pengaturan di bidang pembiayaan yang khusus berlaku
bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. |

" (3) Kewenangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3), terdiri atas :

a. anggaran belanja setiap Kotamadya dan Kabupaten
Administrasi yang ditetapkan da-].am -Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah KEhusus Ibukota
Jakarta; dan -

b. pengelolaan anggaran telanja sebagaimané.'dima}:sud
pada huruf a, yang dilaksanakan oleh ‘Walikotamadya/
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. N

4) .Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huruf a dan b

ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur,

BAB VII ...
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BAB VII
KERJA SAMA ANTARDAERAH

Pa;sal 30 ,
Semua ketentuan tentang kerja sama antar-Daerah
berpedoman pada ketertuan peraturan perundang-
undangan.
Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota..Jakarta clapat
membentuk lembaga bersama dengan  Pemerintah
Kota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung

untuk mengelola'kéwa;san secara terpadu.
BAB VIII | |
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10,

2

Pasal 11, dan Pasal 12 berlaku juga di kawasan otorita,
yang meliputi badan oorita, kawasan pelabuhan, kawasan
bandar udara, kawasan kehutanan, kawasan perumahan,
kawasan industri, kewasan pariwisata, kawasan jalan
bebas hambatan, kawasan kepulauan, dan kawasan iain
yang sejenis. -.

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan derigan Keputusan Gubernur dengan
berpedoman padé ketentuan peraturari . perurlang-

undangan. .-

- BABIX...
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
(1) Kecamatan Kebulauan Seribu  ditingkatkan startu:;nya
menjadi Kabupaten Adrninistrasi Kepulauan Seribu.
(2) Peningkatan status, se"bagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan selambat-lambz.thya dua tahun setelah

berlakunya Undang-uncang ini.

Pasal 33
Pernbentukan Dewan Kbta/Kabupaten dan Dewan Kelurahan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27,
dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya

Undang-undang ini.

Pasal 34 '
Selama belum diteta@kan -peraturan  pelaksanaan -Undang-
undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang
ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarra yang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan (etap

berlaku.

Pasal 35
Kolamadya, Kecamatan, dan Kelurahan yang ada pada saat
mulai berlakunya Undang-undang ini tetap sebtagai
Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan kecuali ditentukan |
lain oleh peraturan perundang-undangan. \
Pasal 36 ...
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Pasal 36
Gubernur Kepala Daerah Khuasus Ibukota Jakarta, Wakil
Gubernur, Walikotamadya, Wakil Watikotamadya, Camat,
 ‘Wakil Camat, dan Lurah beserta perangkatnya yang adé, pada
saat 1ﬁ.u.1ai berlakunya Undang-undang ini tetap melaksanakan
tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang

ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP -

Pasal 37
Pacda saat berlakunya Unx:lang-undang ini, dinyatakan tidak
berlaku lagi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara
~ Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negzara Nomor 3430).

Pasal 38
(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-
undang ini sudah selesai sclambat-selambatnya satu tahun
sejak Undang-undang ini ditetapkan.
(2) Pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan secara efektif
selambat-lambatnya” dalam waktu dua tahun sejak

ditetapkannya Undang-undang ini.
Pasal 39
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- -

- Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustes 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REFUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NO_MOR 146

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA
REPUBLIK INDONESLA JAKARTA

UMUM

Sejarah kota Jakarta yang terkait erat dengan perjuangan bangsa telah ada sejak
tanggal 22 Juni 1527, yaitu pada saat Fatahillah mengalahkan armada asing,

dan kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa ini

' selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Jakaria. Dalam perkembangan -

-selanjutnya Jakarta mempunyai peranan pentiﬁg dalam sejarah 'perjuangan

bangsa. Banyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional,
kesatuén dan persatuan bangsa serta sejarah kebangkitan Indonesia yang terjadi
di kota Jakarta, seperti lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi
Kemerdckaan serta penetapan Pancasila dan Undang—UndangﬂDasar 1945.
Nilai-nilai sejarah tzrsebut sangat besaf ariinya bagi usaha pembinaan bangsa

dan pengembangan lebth lanjut kota Jakarta.

Mergingat pentingnya peranan dan kedudukan -kota Jakarta dalam seiarah

pcrjuangan7hangsa seperti tersebut di atas, maka telah dikeluarkan beberapa

peraturan_ perundang-undangan yang mengaturnya  secara  khusus, yaitu

Undaug—uhdang Ncmor 2 Pnps Tal;in 1961 tentang Pemerintahan Dzerah
Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagaimana telah diubah dengan Uncang-

undang Nomor 15 Fnps Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan

Penetapzan ... |



NETSIRTN N
RN NI I O TR TRTRT FTRNF
LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDON) .Sl/\
. NOMOR 34 TAHUN 1999
o | TANGGAL 31 Agustus 1999

o000LY
oy mo: (%] ¢ Putay Sebita "‘"I e
5 _ s u
N 1
A he = Z
- ,’\_/‘\ |
A 4 -
1:2000.030
>~ LAUT JAWA
M NN
E KEPLIL AUAH SEMAL p A
. ¢, - -
L‘E’_"W L §L‘ 05T o0TLS -
> Db R
| ;
q
- - <
-,
o fo ~ ¢
N . Loy s "o
‘\ /_25 /_‘__-“"&4:5.].-“ 5 ’Z
\\_I "*.-'k E" J —...:
DAERAH PROPINS! JAWA BARAT} — S ¢ 5] S
{ - ——— \a - _/‘_____
z LR N ’”“""""‘"" £ DAEITAN :
- . T, ; S ~ = Z{KABUPATEN BEKASH
-l DAERA? : = -y - =
Ho | KABUPATEN TANGERANG {3 S ¢ ,,mm.
— = __ .4 fusant munu -‘_
P - = 77 ST T e = S
=r, z il
b - v,
2 e o e ==
“5—{_DAENAII KOTA mneenmﬂz O
— wa‘: . EURRATKOR SRS
1muummn
FETA FROPINSI DALRAIT KIIUSUS IBUKOTA JAKARTA
LEGEMDA: e EESSES|  vA:IRAI PROPINSI JAWA BARAT
[ ) WILAYAI DKI JAKARTA . 33237 BATAS DAERAH KABUPATEN 1 KOTA
(33337) BATAS PROPINS! [ ad]  TITIK BATAS DAERAH DI DI KEPULAUAN SERIBY
E=—<-) ®BATAS KOTAMADYA =) LAur Jawa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya .
SEI\RI 'IARI/\I KABINLT RI : ) wd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE




N
hﬂgd’,:*?;e:i\;\hh
Q"’: =W
KA 7 QM
YAz Y/
Nas N/
) L
Y LY
S O
“"zju"-;‘?
PRESIDEN

REPUBLIK INDONES A

-2 -

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah

. Khusus Tbukota Jakarta Raya, Undang-uncang Nomor 10 Tahun 1964 tentang

Pernyataaz Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai lbukota Negara
Republik Indonesia dengan nama Jakarta, dan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerab Khusus Ibukota Negara

Republik Indonesia Jakarta. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut

tidak lagi memenuhi tuntutan pertumbuhan dan perkembangan jakarta sedagai

Ibukota Negara dan semangat desentralisasi sesuai dengan jiwa Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang calam

Pasal 117 dinyatakan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta,

karena Kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang.

" Jakarta scbagai Ibukola Negara Republik Indonesia adalah Daerah Pmpinsi

yany memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan Daerah Propinsi lainnya yang
bersumbe: dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang l'eb‘ih

kKompleks -Komplcksitas permasalahan itu juga berkaitan erat dengan

keberadaannya sebzgai pusat pemerintahan negara, faktor luas wilayah yang 7

terbatas. jurnial dan popufasi penduduk yang tinggi dengan segala dampak
yang ditimbulkahnya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayal,
transportasi, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Untuk menjawab
lantangan  yang serba  kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya
pcmberia'if.otonomi hanya pada lingkup Propinsi agar dapat membina dan
menumbuhkembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanzan, pelaksanaan,
dan pengendalian. Dengan demikian, diharapkan Jakarta akan mampu

memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat.

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terbagi dalam wilayah
Kotamadya/Kabupaten yang bukan merupakan Daerah Otonom. Keberadaan

wilayah Kabupaten adalah untuk'- mengakomodasikan peningkatan status

_Kepulauan ...
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Kepulauan Seribu sebagai bagian dari wilavah Propinsi Daerah Khusus
’ib’ukota Jakarta. Peningkatan status Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten
dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan Kepulauan Seribu yang terdiri
atas 110 pulau dalam segala aspek aniara lain kelestarian lingkun_gan,
konservasi sumber md.aya alam, ekonomi, keszjahteraan rakyat, dan sosial

budaya.

Untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan
yang transparan dan demokratis, di setiap Kotamadya/Kabupaten dibentuk
Dewan Kota/Kabupaten sebagai wadah kornunikasi timbal balik antara warga
dan Pemérimah Kotamadya/Kabupaté:n. Sementara itu, di tingkat Kelurahan
dibentuk Dewan Kelurahan yang berfungsi sebagai forum pemberdayaan

- masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3

Cukup._ jelas

Pasal 4 - |
Ayal (1)

Yang ...
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Yang dimaksud dengan otonomi yany diletakkan pada lingkup Propinsi
adafah bahwa otonomi hanya berada pada Propinsi Daerah Klusus

Ibukota Jakarta.

Ayat (2

- Cukup jelas "~

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 -
Wilayah Kotamadya sebagai wilayah administrasi di Propinsi Daerah
Khusus [bukota Jakarta yang ada pada saat diundangkannya Undang-
undang ini menjadi Kotamadya sebagai perangkat Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dan Kecamatan Kepulauan 'Seribu ditingkatkan statusnya

menjadi Kabupaten Administrasi.

Pasal 7

Cukup jelas -

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11...
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Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukur jelas

Pasal 14
Cukup: jelas

Pasal {5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) A )
Pemberian persetujuan terhadap calon Walikotamadya/Bupati oleh
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan untuk
mecmberi peluang kepada rakyat iku: serta dalam menentukan pemimpin
Pemerintahan ~ Kotamadya/Kabupaten Administrasi.  Pemberian
_ ' pe;rsg%:ujuan tidak dilakukan melalui pemilihan yang ‘r-hekanismenya
berpedoman pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16 |
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Konsultasi tersebut mengandung makna persetujuan Presiden atas nama-
nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Propinsi Daerah

Khusus [bukota Jakarta.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21 : .
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23~
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25 ...
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Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

Perabentukan Dewan Kota/Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan

peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan .

dar. demokratis dengan melibatkan para tokoh nihsyarakat yang
prcfesional di bidangnya dalam membantu . penyelenggaraan

pemerintahar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
A)’ﬂt (4)
Cukup jelas
Ayat (5) , ,
Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang berasal dari partai politik tidak
mewakili partai politiknya.
Avat.(6)
Cukup jelas

Pasal 27
Avat (1)

.

Pembentukan Dewan Kelurahan dimraksudkan untuk memberikan -

peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang

- - transparan, ...




tra nsparan,

masyarakat.

Ayat (2)
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demokratis dan  berorientasi  pada

Cuk;u_p Jelas

Ayat (Z)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukupjeias

Pasal 337 .

Cukup jelas

Pasa.f 34
Cukup jelas

pemberdayaan

Pasal 35 ...
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Pasal 35

.. Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jetas

Pasal 37 .

Cukup jelas

Pasal 38-
Ayat (1)
Peraturan perundang-uhdangan yang terkait dengan pelaksanaan
Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam
waktu satu tahun.
Ayat (2)

Pelaksanaan penataan dimuiai sejak ditetapkannya Undang-undang ini

dan harus suclah selesai dalam waktu dua tahun.

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK. INDONESIA NOMOR 3878



